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Abstrak

Beberapa pembiayaan yang bersifat konsumtif pada Bank Muamalat dan BMT
yang diperuntukkan kepada nasabah seperti halnya produk kepemilikan rumah (KPR) dan
kendaraan terdapat beberapa macam akad yang dijalankan, yakni Musyarakah
Mutanagishah (MMQ). Namun, pembiayaan pada pola akad Musyarakah Mutanaqishah
(MMQ) masih ditemui permasalahan umum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus untuk
mengetahui pelaksanaan akad Musyarakah Mutanagishah (MMQ) pada pembiayaan
rumah dan kendaraan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif
kualitatif dengan pendekatan literature review dengan teknik pengumpulan data yakni
studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terlaksananya akad MMQ pada pembiayaan
rumah dan kendaraan di Bank Muamalat dan BMT telah selaras dengan Fatwa DSN MUI
No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanagishah (MMQ), dikarenakan
terpenuhinya ketentuan dan syarat bahwa adanya kontribusi modal kedua belah pihak
diantara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Nasabah bermohon kepada pihak
lembaga keuangan dengan mengeluarkan modal perserikatan untuk pembelian rumah
dan kendaraan, kemudian pihak lembaga keuangan juga menyertakan modal sebagian
atau pelengkap sehingga disebut sebagai perserikatan/musyarakah kemudian nasabah
membayar sewa dan dibagi hasil dengan bank.

Kata kunci: Musyarakah Mutanagishah (MMQ), Modal Perserikatan, Pembiayaan Rumabh,
Pembiayaan Kendaraan, Lembaga Keuangan Islam.
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Abstract

Some consumptive financing at Bank Muamalat and BMT are intended for
customers such as mortgage products (home ownership) and vehicles, several types of
contracts are executed, namely Musyarakah Mutanagishah (MMQ). However, financing in
the Musyarakah Mutanagishah (MMQ) contract pattern still faces common problems.
This study focuses on knowing the implementation of the Musyarakah Mutanagishah
(MMQ) contract on housing and vehicle financing. The research method used is a
descriptive qualitative method with a literature review approach with data collection
techniques namely literature study. The results showed that the implementation of the
MMQ contract on housing and vehicle financing at Bank Muamalat and BMT was in line
with DSN MUI Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 concerning Musyarakah Mutanaqishah
(MMQ), due to the existence of terms and conditions that there is a capital contribution of
both parties between Islamic financial institutions and customers. The customer asks the
financial institution to issue a partnership capital for the purchase of a house/vehicle, then
the financial institution also includes partial/complementary capital so that it is referred
to as an association/musyarakah then the customer pays the rent, and shares the
proceeds with the bank.

Keywords: Musyarakah Mutanagishah (MMQ), Partnership Capital, House Financing,
Vehicles, Islamic Financial Institutions

PENDAHULUAN

Adanya lembaga keuangan syariah nasional yang kini telah lebih 30 tahun sejak
beroperasinya lembaga keungan syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia.
Banyak pencapaian yang telah diciptakan dari keuangan syariah yang terdiri dari produk
dan layanan yang semakin meningkat disertai dengan pembangunan sarana dan
prasarana pada perbankan syariah yang terus mengalami perkembangan yang cukup
dinamis. Namun pada tiga dekade sebelumnya, industri lembaga keuangan syariah
nasional juga mengalami keadaan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan karena krisis
keuangan global yang dialami beberapa Negara. Setelah itu, secara bertahap kinerja
lembaga keuangan syariah menunjukkan nilai peningkatan dan perkembangan yang
cukup dinamis (Nastiti, 2022). Sebab lain juga dikarenakan potensi pengembangan
keuangan syariah besar belum dioptimalkan oleh pemangku kepentingan. Salah satu

penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia.
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Ketentuan mengenai Perbankan syariah masih sulit dikenal masyarakat luas (Abdullah et
al., 2020).

Bukti sejarah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah cukup mampu
mengatasi persoalan krisis dan melewati kondisi perekonomian yang pasang surut dialami
oleh Negara Indonesia. Adanya lembaga keuangan syariah memberikan pilihan atau
alternative investasi lain tanpa perlu menganalisis resiko dari balas jasa sistem bunga
yang sangat tidak menentu (naik turun). Oleh sebab itu dalam proses penggunaan jasa
lembaga keuangan syariah masih perlu perlakuan khusus agar penerapan sistem dan
praktiknya berbeda dari perbankan konvensional yang sudah ada sebelum adanya
lembaga keuangan syariah selama ini, terutama pada sisi penanganan resiko dan
tantangan eksternal dan internal yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah
(Rokhim, 2014). Pihak korporasi (bank) yang menginvestasikan lebih sedikit modal
mereka tetapi mendapatkan lebih banyak keuntungan (Siddique & Zahid Siddique, 2022).
Lahirnya lembaga keuangan syariah menjadi salah satu solusi munculnya produk
pengganti sistem bunga seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dan produk
yang diasumsikan didasarkan pada sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah
keuntungan (Kadir & Basri, 2021).

Pembaharuan (inovasi) pada produk lembaga keuangan syariah menjadi salah satu
pondasi dasar dalam usaha peningkatan industri lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Terobosan terbaru dari produk lembaga keuangan syariah kini ditujukan dalam upaya
memberikan alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan produk dan jasa keuangan
masyarakat yang berdasarkan pada kaidah hukum-hukum syariah (Islam). Modifikasi
produk yang nyata dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara implikasi agar
mampu meminimalisir produk perbankan konvensional yang berprinsip pada keuntungan
duniawi semata. Hal ini juga sebagai salah satu respon terhadap perkembangan produk
keuangan yang semakin canggih dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu

modifikasi pada produk keuangan perbankan syariah yang cukup berkembang yakni
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pembiayaan sindikasi dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqgishah (Ariswanto
et al., 2021).
Produk pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanagishah (MMQ) yang ada
pada lembaga keuanga syariah mempunyai beberapa persoalan yang biasanya terjadi,
yakni pertama, terbatasnya SDM yang kompatibel dan professional dalam menangani
sistem pembiayaan akad musyarakah mutanagishah (MMQ). Kedua, literasi masyarakat
juga masih kurang terhadap produk lembaga keuangan syariah antara lain musyarakah
mutanagishah (MMQ). Ketiga, kantor cabang dan agen lembaga keuangan syariah masih
kurang diberbagai daerah sehingga fasilitas pembiayaan syariah seperti pembiayaan
rumah dan kendaraan juga masih sangat sedikit. Keempat, aturan dan ketentuan yang
tertuang dalam Fatwa DSN MUI tidak merinci baik dari segi teknis akad maupun dari segi
konsep dan teori, untuk itu diperlukan pembahasan lebih detail mengenai akad
musyarakah mutanaqgishah (MMQ) agar dapat digunakan secara maksimal (Ashsiddiqqy
et al., 2020).
TINJAUAN PUSTAKA
Musyarkah secara bahasa berasal dari Arab kata syirkah atau syarika (fi’il madhi),
yashruku (fi’il mudhari’), syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar) yang berarti sekutu.
Dalam arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih
sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lain. Dalam
pembahasan Kitab Figih Islam Wa Adillatuhu, syirkah ialah bercampurnya suatu harta
dengan harta yang lain. Selanjutnya, syirkah dimashurkan oleh Jumhur Ulama sebagai
transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena terjadinya
percampuran harta tersebut disebabkan oleh transaksi (Tobibatussaadah, 2018). Istilah
ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam
fikih Islam. Syirkah berarti sharing ‘berbagi’, dan dalam terminologi Fikih Islam dibagi
dalam dua jenis yaitu Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu

kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan Syirkah al-‘agad atau
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syirkah ‘ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya
kontrak bersama, atau usaha komersial bersama (Imronah, 2018).
Sementara Mutanagishah berasal dari kata yatanagishu-tanagish tanagishan-
mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Firman Allah Subhanahu Wa
Ta’ala :

....... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah
mereka ini.” (QS: Shaad : 24)

Musyarakah sendiri dibagi menjadi dua jenis. Musyarakah permanen dan

Musyarakah menurun. Musyarakah permanen adalah Musyarakah dengan ketentuan
bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa
akad. Sedangkan musyarakah menurun (musyarakah mutanagishah) (Sutono, 2020)
dimana kerjasama dengan sistem pengurangan porsi kepemilikan dari salah satu mitra ke
mitra lainnya akibat pembelian porsi syarik secara bertahap yang di dalamnya terdapat
unsur kerjasama (Khairiati & Ismaulina, 2020).

Musyarakah Mutanagishah (MMQ) salah satu produk pengembangan dari produk
berbasis akad Musyarakah. Musyarakah Mutanaqishah dapat diaplikasikan sebagai suatu
produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah ‘inan, dimana porsi
modal (Hishshah) salah satu syarik (mitra) yaitu Bank berkurang disebabkan oleh
pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (naglul Hishshah bil ‘iwadh
Mutanagishah) kepada syarik (mitra) yang lain yaitu Nasabah (Utami, 2018). Rukun
dalam akad Musyarakah terdiri dari pelaku (syarik), objek, persetujuan (ljab gabul), dan
nisbah keuntungan (Hasana & Triyuwono, 2016) .

Musyarakah Mutanagishah (MMQ) termasuk bentuk tranksasi baru yang tidak ada
di masa silam. Perbankan yang berlabel syariah menerapkan transaksi ini untuk salah satu
layanan jasanya kepada nasabah. Para ulama kontemporer telah mempelajari transaksi
ini, dan telah menetapkan beberapa batasan syar’inya. Seperti yang dituangkan dalam
Qararat (keputusan) hasil muktamar Majma Figh Islam. Dalam majallah Majma Figh Islam

(4/1411) transaksi ini didefinisikan sebagai Syirkah, Dimana salah satu anggota syirkah
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berjanji kepada anggota syirkah yang lain bahwa dirinya akan menjual sahamnya, baik
semua atau sebagian diwaktu tertentu sesuai dengan yang dia kehendaki dengan akad
yang dilakukan ketika saham itu dijual. Karena itulah ada istilah Mutanagishah (saling
mengurangi), karena salah satu pihak akan berkurang sahamnya secara bertahap. Ketika
transaksi ini diterapkan dalam perbankan, maka saham bank dalam syirkah tersebut,
sedikit demi sedikit berkurang, dijual ke nasabah yang menjadi pasangan serikatnya.

Dari definisi pemahaman tersebut, konsep akad Musyarakah Mutanagishah
dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara
lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu
barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan
dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam
kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur)
sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah
semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang
semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa
pembiayaan, jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga
kepemilikan atas rumah dialihkan menjadi atas nama nasabah. (Balgis, 2017) Dalam akad
Musyarakah Mutanagishah penyertaan modal Badan Usaha Syariah tidak lebih dari 80%
dari harga perolehan rumah. Produk Musyarakah Mutanagishah memungkinkan adanya
penurunan harga pada saat pembiayaan berjalan memberikan keuntungan kepada
nasabah dan bank sehingga produk tersebut menjadi lebih seimbang (Wahyu, 2018) .

Komitmen yang terkandung dalam akad kerjasama MMQ adalah mengurangi hak
kepemilikan dari salah satu pihak dan menambah hak kepemilikan kepada pihak yang
lain. Perpindahan kepemilikan akan terjadi dengan mekanisme pembayaran atas hak
kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu

pihak kepada pihak lain (Basyariah, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN
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Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi
kepustakaan atau literature review. Literature review merupakan iktisar komprehensif
tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk
menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa
yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau
untuk ide penelitian sebelumnya (Tewksbury, 2013). Studi literature bisa didapat dari
berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi dan pustaka lainnya seperti internet.

Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi,

internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah
bahan penulisan (Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur
review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau objek
penelitian yaitu implementasi musyarakah mutanagishah pada lembaga keuangan Islam.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah
dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal online nasional dan internasional. Dalam
melakukan penelitian ini peneliti melakukan pencarian jurnal penelitian yang
dipublikasikan di internet menggunakan seach engine ProQuest, PubMed, Research Gate,
SagePub dan Schoolar dengan kata kunci: MMQ, musyarakah mutanaqishah, pembiayaan
rumah, dan pembiayaan kendaraan.

Adapun tahap dalam analisis berdasarkan Model Miles dan Hubermen
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif diguakan secara interaktif
dan berlangsung sampai tuntas. Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian
dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi
data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. Objek penelitian yaitu Implementasi dan
penerapan produk pembiayaan MMQ pada pembiayaan rumah, dan pembiayaan

kendaraan di Bank Muamalat dan BMT Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Fatwa DSN tentang MMQ
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Akad Musyarakah Mutanagishah merupakan akad hasil kreasi ulama dan
pengusaha yang memadukan nilai musyarakah yang terdapat dalam syariah dan
kebutuhan instrument bisnis yang berkembang demikian cepat. Akad ini mulai
dirumuskan dan diperkenalkan oleh ulama abad XX M (tepatnya tahun 1997) yang
dibahas oleh Majma’ al-Fighi. Ulama telah mengidentifikasi Musyarakah Mutanaqgishah
guna mengetahui asal usulnya secara pasti. Najih Muhammad (1997) dan Muhammad Ali
al-Qari (1997) berpendapat bahwa musayarakah mutanaqgishah bersumber pada syrikah-
milik yang diikuti secara paralel dengan akad jual beli (al bai’).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 melalui pertimbangan
bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan,
baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi
alternatif dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal (MUI, 2008). Hal ini
berdasarkan dalam QS. Shaad (24) dan Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,

Rasulullah Shalallaahu ‘Alaihi Wassalaam bersabda:

- ~° o ° %~
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“Sunan Abu Daud 2936: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az
Zibrigan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia
merafa'kannya. la berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak
ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara

mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya,
maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud: 2936)

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa hukum Musyarakah Mutanagisah adalah boleh
dengan menetapkan Musyarakah Mutanagisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang

kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
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pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya; Syarik adalah mitra, yakni pihak yang
melakukan akad syirkah (musyarakah); Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam
kekayaan Musyarakah yang bersifat musya’; Musya’ adalah porsi atau bagian syarik
dalam kekayaan Musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan
batas-batasnya secara fisik (MUI, 2008).
Ketentuan Akad (MUI, 2008) :

1. Akad Musyarakah Mutanagisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai’ (jual-
beli).

2. Dalam Musyarakah Mutanagisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para
mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: a. Memberikan modal dan kerja
berdasarkan kesepakatan pada saat akad. b. Memperoleh keuntungan berdasarkan
nisbah yang disepakati pada saat akad. c. Menanggung kerugian sesuai proporsi
modal.

3. Dalam akad Musyarakah Mutanagisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib
berjanji untuk menjual seluruh Hishshahnya secara bertahap dan pihak kedua
(syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.

4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.

5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh Hishshah LKS sebagai syarik beralih
kepada syarik lainnya (nasabah).

B. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Pembiayaan MMQ merupakan bentuk pembiayaan kemitraan berbasis bagi hasil
antara pihak Bank dan pihak Nasabah dalam rangka kepemilikan suatu asset properti
tertentu yang dimiliki bersama berdasarkan prinsip syirkah 'inan dimana hishshah (porsi
modal) pihak Bank berkurang dan beralih secara bertahap kepada pihak Nasabah melalui
mekanisme pembelian angsuran atau pengalihan secara komersial (bai'). Bagi hasil antara
pihak Bank dan pihak Nasabah didasarkan pada hasil penggunaan manfaat atas aset

bersama tersebut secara komersial berupa pendapatan ujroh dari penyewaan aset
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dengan akad jjarah (sewa) sesuai nisbah bagi hasil dan biaya sewa yang disepakati.

Gambar 1. Skema Pembiayaan MMQ

4. Bagi Hasil
4. Bagi Hasil Nilai Sewa
3. Bayar
1.Dibeli bersama
Bank ‘|~ Modal Properti Modal ~|‘ Nasabah
2. Disewa
Sumber: Hasil olahan data

Keterangan skema pembiayaan: Nasabah dan Bank sepakat untuk melakukan
transaksi MMQ dengan bersama-sama menggabungkan modal untuk membeli sebuah
properti dengan ketentuan nasabah akan memiliki 100% property tersebut maka
ditambahkan akad ijarah/sewa dengan secara bersama menyepakati nilai sewa yang
harus dibayarkan oleh nasabah. Setelah membeli properti tersebut, nasabah membayar
sewa ditambah dengan cicilan/angsuran modal bank. Nilai dari sewa yang dibayarkan
oleh nasabah ke bank, maka nilai sewa tersebut dibagi dua (bagi hasil) dengan ketentuan
nilai bagi hasil berdasarkan dengan jumlah modal dari kedua pihak.

Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan musyarakah mutanagishah untuk
pengadaan suatu barang, yakni: tahap pertama, Nasabah mengajukan permohonan
kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan/pembelian suatu barang yang
dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan
pendapatan perbulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban
nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas brang tersebut. Pengajuan
permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif pengajuan pembiayaan yang
berlaku pada masing-masing bank dan telah ditentukan dalam pembiayaan syariah.

Tahap kedua, Petugas lembaga keuangan syariah biasa disingkat LKS akan

menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif
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atau kuantitatif.Tahap ketiga, Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite
pembiayaan, maka LKS menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (offering letter) yang
didalamnya adalah (a) Spesifikasi barang yang disepakati, (b) Harga barang, (c) Jumlah
dana bank dan dana nasabah yang disertakan, (d) Jangka waktu pelunasan pembiayaan,
(e) Cara pelunasan (model angsuran), (f) Besarnya angsuran dan biaya sewa yang
dibebankan nasabah. Tahap kedua, Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang
dicantumkan dalam offering letter tersebut, maka pihak LKS dan/atau nasabah dapat
menghubungi distributor agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan
spesifikasinya.

Tahap Ketiga, Kemudian yang terakhir dilakukan akad musyarakah mutanaqishah
antara lembaga keuangan Islam dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan
modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa
barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya. Penyerahan
barang dilakukan oleh distributor atau agen kepada LKS dan nasabah, setelah LKS dan
nasabah, melunasi harga pembelian barang kepada distributor. Setelah barang diterima
LKS dan nasabah, pihak LKS akan melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada
pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan
spesifikasi barang yang telah disepakati.

Misal Perhitungan dari skema diatas dapat digambarkan didalam contoh berikut.
Misalkan penjual rumah hendak menjual rumahnya diharga Rp100,000,000. Dan ada
seorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan mengajak Bank A untuk
bermitra melalui akad MMQ. Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah dimana Bank
A harus mengadakan perjanjian kemitraan (Musyarakah) dengan pembeli B untuk
membeli rumah. Misalkan Bank A membeli rumah dengan harga Rp80,000,000 dan
pembeli B membayar rumah tersebut pada harga Rp20,000,000. Maka proporsi
kepemilikan rumah tersebut adalah 80% Bank A, dan 20% adalah konsumen. Dan setiap
bulannya, pembeli B akan melakukan pembelian kepemilikan dari Bank A sebesar

Rp500,000. Kontrak yang berikutnya adalah kontrak ljarah diantara Bank A dengan
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pembeli B, dimana pembeli B melakukan pembayaran sewa kepada Bank A setiap
bulannya, misalkan pada harga Rp500,000. Dari Rp500,000 ini, akan dibagi berdasarkan
proporsi kepemilikan. Jika proporsi Bank A 80%, maka dari uang sewa yang pertama, bank
akan mendapat upah sewa sebesar Rp400,000. Dan konsumen akan mendapat Rp.
100,000, dengan proporsi kepemilikan hanya 20%.

C. Implementasi Akad MMQ di Lembaga Keuangan Islam

1. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)

Munculnya MMQ tidak terlepas dari munculnya pembelian rumah secara
bersubsidi yang ditawarkan pemerintah. Pemerintah dapat memberi talangan berupa
uang bantuan kepada khalayak dalam membeli rumah. Dengan demikian pembeli rumah
diuntungkan dari uang subsidi yang bisa dijadikan sebagai modal mereka dalam
bekerjasama dengan pihak bank. Pada MMQ, pihak pembeli harus dalam status memiliki
dana sendiri (sebagai uang muka) yang dijadikan saham mereka. Kerjasama MMQ
memerlukan dua porsi atau lebih dari modal para pihak yang saling berkerjasama
(Mohammad Osmani & Faruk Abdullah, 2010)

Ada beberapa akad yang dipergunakan dalam kerjasama pembiayaan perumahan
sebagai berikut: (Agustiar, 2021)

a. Akad syirkah, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lembaga keuangan (bisa bank
atau lainnya) dan nasabah (kita asumsikan hanya ada dua kemitraan saja).

b. Akad jual beli (bai’). Setelah mereka bersepakat bekerja sama maka selanjutnya
adalah mereka secara bersama akan membeli rumah. Bank membayar sejumlah
uang (biasanya lebih besar) dan nasabah menyediakan modal yang bisa diperoleh
melalui subsidi pemerintah. Siapa yang membeli ? Aspek legalnya mengatakan
harus keduanya karena alasan berakad syirkah. Kemudian setelah dibeli, kepada
siapa kepemilikan itu diperuntukan. Jawabnya adalah untuk keduanya yang didasari
oleh jumlah besaran saham.

c. Akad ijarah (sewa). Setelah barang dibeli, maka nasabah bermaksud untuk menyewa

rumah tersebut. Sebagai sewa, maka ada tiga hal yang penting (1) membayar sewa
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dalam jumlah tertentu, dan (2) membayar harga rumah, dan (30 membayar biaya
lainnya, jika ada. Anggaplah kemudian sewa sudah dibayarkan bersamaan dengan
cicilan rumah dalam waktu yang bertahap. Pembiayaan sewa dan cicilan rumah ini
nantinya akan dikonversikan ke saham lembaga keuangan sehingga mengurangi
saham secara bertahap. Di sini ada konversi otomatis yang mengurangi saham
lembaga keuangan. Akibatnya saham bank akan menurun, dan saham nasabah akan
menaik. Hingga titik terakhir, maka saham bank akan menjadi nol dan saham
nasabah akan menjadi 100%. Inilah yang disebut sebagai kerjasama yang berkurang
secara bertahap (dari sisi bank), namun meningkat secara bertahap (dari sisi
nasabah). Dalam posisi 100% maka akte kepemilikan berubah menjadi milik

nasabah.

Pembiayaan KPR Muamalat dengan menggunakan Akad MMQ. Pada umumnya,
seperti digunakan oleh bank untuk bisnis pembiayaan perumahan dengan berbasis
kemitraan berdasarkan kepemilikan perumahan, Penciptaan kepemilikan bersama
melalui kesepakatan musyarakah, nasabah dan bank menjadi pemilik dalam properti
bersama. Perjanjian penyewaan, kedua belah pihak menyetujui bahwa bank akan
menyewakan bagiannya yang penuh kepada rekanan nasabahnya untuk suatu uang sewa
yang akan diatur di bawah peraturan ijarah. Perjanjian ini ditandatangani setelah
perjanjian musyarakah. Perjanjian ini mengandung perincian mengenai uang sewa,
formula perhitungan, dan jadwal untuk periode penyewaan. Melakukan pembelian unit
dari bagian bank dalam properti bersama. Hal ini merupakan janji sepihak yang hanya
mengikat pembuat janji ini. Jadi Pembiayaan KPR Muamalat dengan menggunakan akad
Musyarakah Mutanagisah merupakan suatu akad kerjasama antara bank dan nasabah
untuk kepemilikan suatu rumah dengan masing-masing saling mengkontribusikan dana,
sehingga kepemilikan rumah tersebut menjadi milik bersama, akan tetapi kepemilikan
rumah bisa sepenuhnya jadi milik nasabah ketika nasabah melunasi porsi kepemilikan
bank (Andriani, 2019).

Tabel 1 Simulasi Pembelian Rumah seharga Rp 300 juta dalam masa 8 tahun
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Tahun Saham Saham Nominal | Nominal | Cicilan Sewa Jumlah
Cicilan nasabah | bank (%) | 20% 80% nasabah | (Rp) bayaran

(%) saham saham (Rp) (Rp)
nasabah | Bank
(Rp) (Rp)
A B C D E F G

0 20% 80% 60 juta 240 juta

1 30% 70% 90 juta 210 juta | 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

2 40% 60% 120 juta | 180 juta | 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

3 50% 50% 150 juta | 150 juta | 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

4 60% 40% 180 juta | 120 juta | 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

5 70% 30% 210 juta | 90 juta 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

6 80% 20% 240 juta | 60 juta 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

7 90% 10% 270 juta | 30 juta 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

8 100% 0% 300juta |0 30 juta 5 juta 35,000
(juta)

240 juta | 40 juta 280 juta

Catatan: Sewa merupakan biaya selain cicilan yang harus ditanggung oleh nasabah per

tahunnya kepada Bank.

2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan

kepada usaha mikro, kecil dan menengah bisnis. Pembiayaan (financing), yaitu
pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain pihak untuk mendukung
investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga (Kadir &
Abdullah, 2019). Pembiayaan MMQ kepada anggota di BMT salah satunya adalah
pembiayaan motor seharga Rp. 10.000.000,- dibeli oleh BMT dan angggota, kemudian
menjadi milik bersama antara anggota dan BMT. Lambat laun anggota BMT membeli
barang milik bersama tersebut. Penelusuran transaksi menemukan bahwa porsi (hisshoh)

kedua belah pihak adalah 35% dari BMT dan 65% dari anggota (sesuai kesepakatan).
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Harga sepeda motor adalah Rp10.000.000. BMT dan Anggota menyediakan modal,
anggota sebesar Rp. 3.500.000 dan BMT Rp. 6.500.000,-, berupa sepeda motor Honda
Supra. Porsi Nasabah yang ada dalam aset bersama berupa sepeda motor Honda Supra
sebesar Rp. 3.500.000 ditambah dengan akad sewa sebesar Rp 200.000 sehingga total
yang harus dibayar oleh anggota sebesar Rp 6.500.000 ditambah dengan nilai sewa dan
nilai sewa tersebut dibagi hasil dengan BMT. Pihak pertama (BMT) wajib berjanji untuk
menjual seluruh hishshahnya secara bertahap dan pihak kedua (Anggota) wajib
membelinya. Anggota kemudian membeli properti/aset tersebut secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu, dan seluruh bagian BMT menjadi milik Anggota. Dalam kondisi
tersebut, properti/aset akan sepenuhnya menjadi milik Anggota setelah melakukan

pelunasan (Sa’diyah, 2020).
1. Keunggulan Akad MMQ
Penerapan akad Musyarakah  Mutanagishah memiliki  beberapa
keunggulan sebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah: (1) Bank Syariah dan
nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi obyek perjanjian.
Karena merupakan aset bersama maka antara bank syariah dan nasabah akan
saling menjaga atas aset tersebut. (2) Adanya bagi hasil yang diterima antara
kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. (3)
Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. (4) Dapat
meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga
pasar pada perbankan konvensional. (5) Tidak terpengaruh oleh terjadinya
fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, atau fluktuasi harga saat terjadinya
inflasi (Hosen, 2009).
2. Kelemahan MMQ

Adapun kelemahan yang muncul dalam akad Musyarakah Mutanaqishah
ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah: (1) Risiko terjadinya

pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak
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tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat
menjadi beban atas aset tersebut. (2) Berkurangnya pendapatan bank syariah atas

margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi obyek akad (Hosen, 2009).
KESIMPULAN

Akad MMQ yang terdiri dari Musyarakah atau syirkah dan Jual Beli / Bai’ disertai
dengan perjanjian tambahan yakni ijarah/sewa. Bank Muamalat dan BMT tergolong
memahami pembiayaan rumah dan kendaraan dengan akad Musyarakah Mutanagisah
(MMQ). Pelaksanaan rumah dan kendaraan dari segi konsep pengelolaan selaras dengan
ketentuan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN MUI/XI/2008. Fatwa ini berisi Musyarakah
Mutanagisah muncul pada tahun 2008 di Indonesia dengan berdasarkan pada hasil kajian
dan telaah terhadap modifikasi akad musyarakah. Penulisan ini telah mereview beberapa
pengertian dasar, cara menghitung dan keunggulan serta kelemahan dibalik MMQ. Akad
ini merupakan salah satu bentuk yang sangat dinamis dalam pembiayaan rumah dan
kendaraan, dikarenakan dua pihak atau lebih akan diperlakukan sebagai pemilik saham
secara bersama dan akan menanggung resiko kerugian berdasarkan porsi modal yang
dimiliki. Dengan sistem tersebut, maka kepemilikan ditentukan atas dasar kerjasama
antara kedua pihak, namun secara bertahap saham salah satu pihak (bank) akan
berkurang dan saham pihak lain akan bertambah (nasabah). Hal ini menjadi suatu akad
yang dibolehkan karena terpenuhinya syarat yaitu adanya kontribusi modal diantara
lembaga keuangan dan nasabah. Nasabah bermohon kepada pihak lembaga keuangan
dengan mengeluarkan dana atau modal perserikatan untuk pembelian rumah dan
kendaraan, kemudian pihak lembaga keuangan juga menyertakan modal sebagian atau
pelengkap sehingga disebut sebagai perserikatan/ musyarakah.

Musyarakah Mutanagishah (MMQ) mempunyai beberapa ruang dan celah syariah
yang sering menimbulkan pertanyaan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.
Adanya potensi akad yang berprinsip ta’allug dan two in one pun kini menjadi kritik yang
banyak dari kalangan. Akan tetapi, pihak DSN MUI telah memberikan kepastian

kebenaran pada prinsip ta’allug dan two in one melalui berbagai kajian dan telaah
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akademis yang dilakukan. Memang disetiap akad hampir selalu mengalami masalah pada
legalitas dan operasional. Maka dari itu, kasus yang muncul dan belum ada dizaman
sebelumnya akan ditelaah dan dikaji oleh DSN MUI dan setelahnya akan menyelesaikan

semua persoalan dengan mengeluarkan ketentuan Fatwa DSN MUI.
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